(N  BUPATI KARANGANYAR
E ’.v»_i;;}:_PROVINSI JAWA TENGAH

.. Mengingat  : 1.

= ’ PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR -

Memmbang - - bahwa dalam rangka tertlb admmlstras1 serta kepastlanﬂ
e A hukum terkalt tata cara dan pelaksanaan penganggaran
f“_pemberlan kesempatan untuk menyelesalkan ' sxsa,::';
kN peketjaan yang melewatl Tahun Anggaran, perlu dlatur' e
G ._-dengan Peraturan Bupau T L
. ’bahwa - berdasarkan pertxmbangan sebagalmana, ‘.

dlrnaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanA

dengan Akh1r Tahun Anggaran, :

. :Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah daerah '; Kabupaten

‘ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan R

* SALINAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 75 TAHUN 2018 -

RN TENTANG

TAHUN AN GGARAN

BUPATI KARANGANYAR

,Bupatl tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka |

f"’ff.f‘;jf’Penyelcsaxan Pekeljaan yang Tldak Terselesalkan sampal‘ Rt

ngkungan Provmm Je awa Tengah

l Negara (Lembaran Negara Repubhk Indoncs1a Tahun 2003’ |
- Nomor 47 Tambahan Lembaran Ncgara chubhk' g

Indone31a Nomor 4287),

Undang-Undang N°m°f R 1 Tahun 2004 | tentang‘ C
T :ijerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk |
: IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 5 'I‘ambahan Lembaran B



Repubhk Indone31a Tahun 2005 Nomor 140 Tam‘bahanva
Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor‘457 8),

iPeraturan Pemcrmtah Nomor"71; Tahu 20101 tentang
Standar Akuntans1 Pememﬁtah ‘(Lembaran Negara}
Repubhk Indonema Tahun 201‘ _Ndmo: R 123 Tambaha-n:‘
_'ivvf.v’vLembaran N egara Repubhk Indones1a Nomo - 5 1}56),

Peraturan Menterl Keuangan Nomor v194 / PMK 05 / 2014‘-
tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam 1; Rangkaf

:'Penyelesalan Pekexjaan Yang Tldak Terselesalkan Sampax'f;”

Dengan Akhlr Tahun Anggaran sebagalmana telah diubah




| Menétapkanf. ¥

o dengan Peraturan Menteri Keuangan Repubhk Indonesm T
Nomor 243/PMK 05/2015 tentang Perubahan | Atas.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK 05/2014

- tentang : Pclaksanaan Anggaran . Dalam Rangka"' o

| fPenyelesman Peker_]aan Yang T1dak Terselesa1kan Sampax' e
_-""»f:jifv‘(v } Dengan Akhn' Tahun Anggaran o '
L

‘Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016”
L vtentang Pedoman Pengelolaan Barang M1hk Daerah o |

MEMUTUSKAN

PERATURAN | BUPATI  TENTANG PELAKSANAAN
| ANGGARAN DALAM ~ RANGKA PENYELESAIAN N
."’PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI“;_‘:
- DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN | |

'BABI
o KETENTUAN UMUM

Pasal l

i ..:Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan
1

Daerah adalah Kabupatcn Karanganyar o

Pemenntah Daerah adalah Bupatx sebagal unsurf:
‘vpenyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm_’ L

‘f}f":_*v’Pelaksanaan urusan Pemenntahan yang menjadl-:} “

kewenangan dacrah otonom

. Bupau adalah Bupatx Karanganyar : P
. Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsmgkat PA-::'_
o adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan':__:;v 3
e 'anggaran Kementerlan Negara/Lembaga/Perangkatf AR
- Daerah. | |
5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN:‘?';

yang selan_]utnya dlsmgkat KPA adalah pe_]abat yang’}" :

d1ber1 kuasa ' untuk 3 melaksanakan sebaglan .

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan "

. scbaglan tugas dan fung51 Perangkat Daerah



= Keuangan Daerah yang selan_]utnya dlsebut Kepala B

. Pejabat Pembuat Komltmen yang selan_lutnya dlsmgkat-

- PPK adalah pejabat yang d1ber1 kewenangan oleh PA/ |

KPA untuk mengambll keputusan dan/ v atau' N
" melakukan tindakan yang dapat mengakxbatkan R
"'pengeluaran anggaran belanja ‘ negara/ anggaran “
vbelanjadaerah - BT
. Dokumen Pelaksanaan : Anggaran SKPD | yang-
‘selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokurnen‘ o
'yang memuat pendapatan dan belanja setlap SKPDY

yang dlgunakan sebaga1 dasar pelaksanaan oleh PA.

. :,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sclanjutnya :
- disingkat APBD adalah renca.na kcuangan tahunan, --
Pemenntahan Daerah yang dlbahas dan dlsetujul ‘ '}j S
‘ bersama “oleh Pemenntah Daerah dan DPRD dan |
dltetapkan dengan Peraturan Daerah ’ f' f' oL |
."Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnya "

v‘ d1smgkat PPKD adalah Kepala Satuan Ker_]a Pengclola Do

Perangkat Daerah = yang - mempunya1 tugas}. -
'melaksanakan pcngclolaan APBD dan bcrtmdak i

- sebaga1 Bendahara Umum Daerah

10

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya“

‘v-d1sebut Kontrak adalah perjanjlan tertuhs antara PA/ :

~ atau Surat Pesanan (SP) sampa1 dengan penyclesa1an' o

KPA/ PPK dengan : Penyedla Barang / Jasa atau' .
’Pelaksana Swakelola e T

LY Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak R

terhltung se_;ak tanggal kontrak dltandatangam sampa1 :

R | dengan masa pemelxharaan berakhlr
R pelaksanan pekpxjaan “terhitung Sejak tanggal S
.d1keluarkannya Surat Penntah Mu1a1 Ketja (SPMK)

Masa pelaksanaan pekerjaan adalah Jangka waktu‘f_ S

‘ pekerjaan serta penycrahan pekerjaan yang pertama

13.

’ tal’lggal 31 Desember e

Tahun Anggaran ‘adalah masa berlakunya anggaran":

yang d1h1tung mula1 tanggal 1 Januarl sampa1 dengan )



sébagal dasar ‘pencairan dana yang : dltefbltkan oIeh

BUD berdasarkan SPM

PENY ELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

ver : kesempatanj’v_' kepada Penyedla untuk
ffumenyelesalkan peker_]aan scbagalmana dlmaksud pada

"A’;':ayat ( 1), dapat vmelampau1 Tahun Anggaran




R : , Pasal3 = - . o i
(1) Penyelesauan peker_]aan yang dapat dllan_]utkan pada

. h’l‘ahun Anggaran berxkutnya sebagalmana dlmaksud = x

: dalam Pasal 2 harus memenuh1 ketentuan sebagal L
o benkut | y : )

a berdasarkan penehtlan PPK penyedxa barang/Jasa:

‘f-bakan mampu menyelesalkan keseluruhan pekerjaan, e

. setelah dlbenkan kesempatan sampal dengan 50 EE

, -'5;_ (hma puluh) han kalender se_]ak berakhlrnya masa'-_":b."i‘»;}'s-f" '

pelaksanaan pekeljaan sebagaumana tercantum -

- .; dalam dokumcn kontrak

b, “penyedla barang/_]asa sanggup untuk menyelesalkan R

o 31sa peker_]aan pahng lambat 50 (hma puluh) hari -

kalender sejak berakhu'nya masa pelaksanaan

f 7: pekerjaan yang dmyatakan dengan surat pernyataan} S

[kesanggupan yang dltandatangam dlatas kertas_”'v_':{,f o

| "v.»i__'bermeteral Rp 6000 00 (enam r1bu ruplah)

'(2) Berdasarkan pertxmbangan atas ketentuan sebaga1mana E

' d1maksud pada ayat (1), PPK atas persetu;uan PA yang S

- dltuangkan dalam Benta Acara memutuskan untuk

= a. melanjutkan Penyelesman 31sa pekerjaan ke Tahun R

V:Anggaran L Benkutnya sepanjang o tldak‘

'!mengak1batkan keruglan negara/ Daerah atau

b. _ﬁdak melanjutkan penyelesaxan sisa pekerjaan kev o

- v-Tahun Anggaran Berlkutnya

‘(3) Dalam rangka mengambﬂ keputusa.n sebagalmana‘-

dlmaksud pada ayat (2), PA dapat melakukan konsulta31 ) e

dengan Aparat Pengawasan Intcm Pemcrmtah (APIP)

| '.:",':(4) Pelaksanaan penYelesa1an sxsa pekerjaan ke Tahun,"i‘-‘,‘f"»:" SN

~Anggaran Benkutnya Sebagalmana d1maksud pald*’aL aYat |

(2) huruf a diatur sebagal benkut

- a. penyedla barang/;asa harus menyampalkan surat»‘ |

-‘permohonan penyelesalan pekcr]aan Cmelewati

Tahun Anggaran kepada Pe_;abat pcnandatangav
.kontrak “paling - lambat 7 har1 kalender sebelum}

»’ berakhlmya batas | waktu \ masa pelaksanaan LT

‘ 'bpekerjaan,



. berdasarkan perrhohdnan sebagalmana d1maksud} o
‘pada “huruf a, PPK melakukan kajxan teknls dan SRR
'penehtxan secara komprchensﬁ" sehmgga PPK

L meyakml bahwa penYedla barang/Jasa akan mampu SRR

menyelesmkan keseluruhan pekerjaan -apablla

o dlbenkan kesempatan sampal dengan 50 - (hma'v;'
puluh) hari kalender sejak berakhlrnya pelaksanaan s
| pekezjaan | o B
apablla berdasarkan hasxl kajlan dan penehtlan PPK’ S
o permohonan penyedla barang/Jasa t1dak dapat
o dlSCtU._]Ul, maka PPK dapat memutuskan kontrak
e secara seplhak sesua1 dengan ketentuan peraturan ’
E perundang-undangan, B .
“'untuk menjamm obyektiwtas keputusan PPK dalam' o
e ’mencntukan pemutusan kontrak atau tldak hasﬂ, .
ka_]lan dan penclltlan PPK harus | rnehbatkan L
o Pengawas Proyek e £ I
e apablla berdasarkan . hasﬂ kajlan tekms dén' |
k '_.penehtlan PPK pcrmohonan penyedla barang/ _]asa

: dapat disetujui, maka: A |
o L. Penyedla barang/_]asa menyampalkan surat_ a

fpemyataan kesanggupan mcnyelesa1kan

pekerjaan sebanyak dua rangkap kepada PPK
.  i yang dltanda tangam d1 atas meteral Rp 6000 00; ,
v _(cnam nbu ruplah) oleh pxmpman perusahaan )

‘dan menyerahkan Jamman pelaksanaan sebesarv :

:5% (lima persen) dan mlal kontrak pekerjaan R

vserta kesedlaan untuk dlkenakan sanks1 denda

o g:keterlambatan penyelesalan peker]aan sesual',,"
S ketentuan yang berlaku. RO
o D1lakukan addendum | 'kon’trak‘ dengan_ -

;mencantumkan surnber dana dari_ Perubahanf

g }APBD Tahun Anggaran' Benkutnya atasll B

per»nbayaranﬂ L msa pekexjaan ya._r_'lg‘ : ak.,a,n“v,

- diselesaikan.




3 "PPK memenntahkan kepada Pamtla Penerlmav

.Has11 Pekexjaan untuk melakukan penghltungan S

. 'presta81 pekerjaan sampa.1 dengan batas akh1r »
| -pelaksanaan pekeqaan o sebaga1 dasarﬂ
- pembayaran pelaksanaan pekexjaan pada Tahun

,‘Anggaran berkenaan dan pengusulan aloka31

anggaran pembayaran | sisa o Pelaksanaan R

o ’pekexjaan pada Perubahan APBD Tahup

;Anggaran benkutnya ) o AR
4. Dalam melaksanakan penghltungan presta31 |

pekerjaan sebagaxmana dlmaksud angka 3 S

Panitia Penenma Hasﬂ Pekeqaan dapat A

| _mempertlmbangkan has1l kajlan tekms“‘
- sebagalmana dlmaksud ketenman Pasal 3 ayat
. (9 hurufd. R =
5. PPK menyampmkan pembentahuan kepada PA

‘v;'
i

atas penyelesalan pekexjaan yang melewati;,

"' Tahun Anggaran dllarnpm dengan satu rangkap i s

surat pernyataan ' kesanggupan penyelesalan

o | :pekcr_]aan - sebagaumana dunaksud dalamv"
- emgal.
6 Berdasarkan pemberltahuan PPK sebagalmanaf -
| e vdlsebutkan pada angka 5, PA mengusulkanll :
: jalokam anggaran pada perubahan APBD Tahun‘, -
 Anggaran Benkutnya ' ' '

?dalam rangka mengambll keputusan sebagalmana' |

. dlmaksud pada . ‘huruf d dan, e, PPK dapat; o

melakukan konsulta31 denga.n APIP dan aucht dan )

: :  2"APIP sebagal dasar pelaksanaan pcmbayaran

. 'presta81 pekexjaan



(5) Surat pcrnyataan kesanggupan sebageumana dlmaksud-"-:‘ , '

pada ayat (4) huruf e angka 1 paling sedikit memuat

a. pernyataan kesanggupan penyelesalan peker_;aan

b waktu yang diperlukan untuk menyelesmkan BTN

pekeljaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender

’dlhltung seJak masa berakhu'nya ' pelaksanaan,':f% >'

pekerjaan :

C pernyataan bersedla dlkenakan dcnda keterlambatan o

~ atas penyelesaian pekerjaan sebesar 1 /1000 (satu e

per mll) dar1 n11a1 kontrak untuk seuap hanvfl o

- keterlambatan , L
d. pernyataan t1dak menuntut pernbayaran bunga -'-':; ‘-
terhadap keterlambatasan pembayaran atas 81sa

| penyelesman pekeljaan

Pasal 4

(1) Penyelesman sisa pekerjaan yang d11anjutkan ke Tahun “ :I: L

Anggaran Benkutnya sebagalmana dlmaksud dalam i

. Pasal 3 ayat (2) huruf a tetap merupakan baglan
pekerjaan dan Kontrak berkenaan | ‘ |

(2) Tata cara pengajuan permohonan penyelesalan sisa

‘ pekeljaan sebagalmana ‘ dunaksud pada ayat (1)

* dilakukan sesua1 : ketentuan peraturan perundang-

| ‘f undangan di bldang pengadaan barang/ jasa pcmerlntah

Pasal 5

penyelcsalan sisa pekexjaan yang - tldak dllanjutkan ke e

Tahun Anggaran Benkutnya sebagalmana dlmaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf b dllaksanakan sesuau dengan_"
kctentuan peraturan perundang-undangan | mengena1

v pengadaan barang/ Jasa pemenntah



(1) Dalam rangka penyelesalan 31sa pekerjaan yang

PERUBAHAN KONTRAK R

Pasal 6 ‘.

dllanjutkan ke TahUn Anggaran Berlkutnya_ IR

- scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 2

PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan

(2) Perubahan Kontrak sebagmmana dlmaksud pada ayat i

Bt d11aksanakan dengan ketentuan

a mencantumkan sumber dana untuk mcmblayal

penyelesauan 31sa pekexjaan yang akan dllanjutkan R

ke Tahun Anggaran Benkutnya dar1 APBD

R Perubahan Tahun Anggaran Berlkutnya

(3) Perubahan Kontrak scbagmmana dlmaksud pada ayat S

b. tidak boleh - menambah jangka waktu/masa

‘pelaksanaan pekerjaan e ;v

R (1) dllaksanakan sebelum Jangka waktu kontrak

berakhlr

(4) Penyedia barang/ Jasa menyamiialkan jﬁ:\mmaﬁ, o

W

pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (llma perseratus) dan e -
. n11a1 ‘kontrak pekexjaan yang Sudah dlberlkanv-' B
kesempatan untuk menyelesalkan pekeljaan kepada

» PPK sebelum dllakukan penandatangan Perubahan o
'-._Kontrak ' RS L

_ BAB IV _
PENYEDIAAN DANA

Pasal 7 " |

vPenyelesalan sisa’ pekerjaan yang dllanjutlcan kc Telhun R

Anggaran Benkutnya sebagalma.na dlmaksud dalam

" Pasal 3 ayat (2)- huruf_ a dlbebankan pada APBD o

o o Perubahan Tahun Anggaran Bcrlkutnya



o (2) Slsa pekerjaan yang dlbayar dengan beban APBD‘

Perubaha.n Tahun Anggaran Benkutnya merupakan s1sa SR
pekerjaan yang belum terbayar pada Tahun Anggaran o

N ,berkenaan , - o

EERS 5(3) PA mengusulkan penyedlaan anggaran pada APBD
L Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya kepada Bupat1 o
@) Usulan Pcrubahan APBD scbagaumana dlmaksud pada‘“

ayat (3) dllakukan berdasarkan ketcntuan peraturan; R

perundang—undangan e

SO  BABV A
PEMBAYARAN PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 8

-"};‘Ketentuan pembayaran atas penyelesauan 31sa pekerjaan )

yang ~dilanjutkan ke Tahun Anggaran Benkutnya S

,-:_sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a: R

_,,.','Sebagal berlkut | N T e
a ekeljaan Tahun Anggaran berkenaan d1ba3;ar sesuali .
o dengan presta31 peker_;aan yang dlcapeu pada akhir
waktu , pelaksanaan . pekeqaarg ~ Tahun | Anggaran«’ .

E berkenaan

B b pembayaran sisa pekexjaan dlbebankan pada Perubahan : a

- APBD Tahun Anggaran Berikutnya; |
. ! pembayaran terhadap pelaksanaan peker_jaan wapb ;
~ dikenakan pajak sesua1 dengan ketcntuan peraturan |

perundang-undangan R

 Pasale B
o Penyedla barang/ Jasa tldak dapat menuntut pernbayaran"’-l
' :bunga atas pembayaran pekexjaan sebagalmana dlmaksud;-;"

. dalam Pasal 8 huruf b.



: - dlundangkan

N v BAB VI :
DENDA DAN PEMUTUSAN KONTRAK

o Pasal 10

Penyedla barang/ jasa yang dlbenkan kesempatan untuk‘ -

o menyelesalkan pekenjaan ‘melewati Tahun Anggaran'f‘ LR

sebagannana dlatur dalam peraturan Bupatl 1n1, dlkenakani '

 denda keterlambatan' sebesar 1/1000 (satu per mil) dari
 nilai kontrak pekeqaan set1ap ‘hari keterlambatan sesualv" o

- : dengan kontrak yang telah d1tandatangan1 olch para plhak

Paéai 1

T Apabﬂa sampa1 dengan batas waktu sebagalmana dlmaksud"v"‘ -
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pekezjaan belum dapat»'f_- SR

B dlselesmkan PPK memutuskan kontrak secara seplhak dani o
 melakukan hal-hal scbagai berikut: -

a. mencairkan j Jarmnan pelaksanaan

b emenntahkan penyedla barang/ jasa untuk rnelunasrf‘v-

s sisa uang muka atau mencan'kan jamman uang muka;

- c memerlntahkan penyed1a barang/ Jasa membayar denda;?“

o keterlambatan dan;

-od. menga_}ukan usulan penetapan sanks1 pencantuman

' ". dalam daftar h1tam penyed1a barang/ Jasa kepada PA . L

BABVII -
KETEN’I‘UAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupatl ln mu1a1 berlaku pada taf,’ggal’;iiﬁ o



” a v-pada tanggal 15 Novcmber 2018 A} | S
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- v_.NIP 19750311 199903 1 009

_Agé\r setxap | Orang : mengetahumya, memenntahkan P

. pengundangan Peraturan Bupau ini dengan penempatannya )
o dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar AL “

Dltetapkan di Karanganyar o |

pada tanggal 15 November 2018‘-' "
BUPATI KARANGANYAR .

 JULIYATMONO ..

B ‘D1undangkan d1 Karanganyar

L _;TTD}A'

SAMSI |

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 18 NOMOR 75  . R

_ Salinan sesuai dengan aslinya.
'SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR -~
Kepala Bagigh Hukum, %

-

ZUL KAR ADIDH




